SALINAN |

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, perlu
menetapkan Peraaturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi
Papua Tengah;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom
di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi PAPUA TENGAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1324);

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Dan Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
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14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN PROVINSI
PAPUA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1

2.
3.
4

10.
1%,

(2)

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.

Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Tengah.

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi
Papua Tengah.

Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi
Papua Tengah.

Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan
Kepala Sub Bagian.

Cabang Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan, yang selanjutnya
disingkat CDLHKP adalah Cabang Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan
Pertanahan Provinsi Papua Tengah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri
dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan
dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan
pertanahan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan
hidup, kehutanan dan pertanahan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan
pertanahan;

d. pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 5

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan
Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan; dan

3. Seksi Pengawasan Kehutanan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem.

d. Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan;
2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
3. Seksi Penyuluhan.
e. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri atas :
1. Seksi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
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2. Seksi Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

3. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta
Perubahan Iklim.

f. Bidang Pertanahan, terdiri atas :
1. Penatausahaan Tanah;
2. Fasilitasi Pengadaan Tanah; dan
3. Penanganan Sengketa Tanah.
g. Cabang Dinas Kehutanan;
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan
Daerah dibidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan KSDAE, Pengelolaan DAS,
Pengawasan Kehutanan, Perhutanan Sosial, Penyuluhan, Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan serta Perubahan Iklim pengelolaan sampah dan limbah B3, dan
Pertanahan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan menetapkan kebijakan dibidang Perencanaan, Pemanfaatan
Hutan dan KSDAE, Pengelolaan DAS, Pengawasan Kehutanan, Perhutanan Sosial,
Penyuluhan, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan
sampah dan limbah B3 dan Pertanahan;

b. penyusunan, penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi dibidang Perencanaan,
Pemanfaatan Hutan dan KSDAE, Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial,
Penyuluhan, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Perubahan Iklim, pengelolaan
sampah dan limbah B3 dan Pertanahan;

c. penyusunan data base, standar, operasional dan prosedur dibidang Perencanaan,
Pemanfaatan Hutan dan KSDAE, Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial,
Penyuluhan, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Perubahan Iklim, pengelolaan
sampah dan limbah B3 dan Pertanahan;

d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dibidang
Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan KSDAE, Pengelolaan DAS, Perhutanan
Sosial, Penyuluhan, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Perubahan Iklim,
pengelolaan sampah dan limbah B3 dan Pertanahan;

e. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
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pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan atau daerah yang menjadi
tanggung jawab dinas; dan

penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,
umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris
menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian,

pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

°opo g

Pasal 10

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai
tugas membantu = Sekretaris dalam  mengumpulkan bahan  dan
melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta
penyusunan laporan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;

g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Dinas;

h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;

mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja

Dinas;

j- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

k. menilai Kkinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(=
.

l. menyusun.../7



(1)

.

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 11
Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang mempunyai tugas membantu = Sekretaris dalam
mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan,
administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang,

urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan  Subbagian Umum, Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk
dan keluar;

h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

J. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan
barang;

k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta
menyusun laporan barang inventaris;

1. melakukan, menylapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan
urusan rumah tangga Dinas;
m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan,

penyajian data dan informasi, serta fasilitasi pelayanan informasi;

n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas,
upacara, kehumasan, dan keprotokolan;

o. menylapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran
pegawai,;

p. mengoordinasikan dan memifasilitasi administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas pegawai,

q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;

r. menylapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya
manusia di lingkungan Dinas;

t. menyiapkan.../8



-8

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil
Negara;

menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi
kepegawaian;

melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan
penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing
bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai
kebutuhan pelaksanaan tugas;

mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan
hasil pemeriksaan;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Umum, Kepegawaian, Dan Hukum dan  memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan
melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

b
o3

menyusun rencana Kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana
kebutuhan gaji pegawai;

mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan
Dinas;

melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan
keuangan Dinas;
mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan

penerimaan keuangan;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
menyusun realisasi perhitungan anggaran;
mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan
bahan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
n. melakukan.../9
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n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan

Pasal 13

(1) Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta pelayanan
administrasi di bidang perencanaan, tata guna hutan, pemanfaatan hutan,
penataausahaan hasil hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam
dan ekosistem, penegakkan hukum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang
Perencanaan dan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, tata
guna hutan, pemanfaatan hutan, penataausahaan hasil hutan, perlindungan
hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dan penegakkan hukum.

c. Pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan, tata guna hutan,
pemanfaatan hutan, penataausahaan hasil hutan, perlindungan hutan,
konservasi sumber daya alam dan ekosistem, penegakkan hukum.

d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
perencanaan, tata guna hutan, pemanfaatan hutan, penataausahaan hasil
hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem,
penegakkan hukum

e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub urusan
perencanaan, pengelolaan hutan, dan konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya seusai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang inventariasi hutan tingkat
provinsi, inventarisasi hutan tingkat DAS, Inventarisasi Hutan Tingkat Unit
Pengelolaan Hutan, tata hutan dan rencana pengelolaan KPH di wilayah
provinsi, pengelolaan KHDTK untuk religi sesuai ketentuan perundang-
undangan.

g. Penyiapan kajian teknis permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
(P2KH), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perizinan Berusaha
Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) kapasitas < 6.000 m3/th, Persetujuan
Perhutanan Sosial, Pelepasan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan PBPH dan PBPHH di
wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pengendalian.../ 10
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i. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dang fungsi di bidang
penatausahaan hasil hutan, sumber bahan baku, iuran kehutanan dan tertib
administrasi peredaran hasil hutan di wilayah provinsi.

j. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan, pengawetan dan
pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah
kabupaten/kota, dan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES di wilayah
Provinsi.

k. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan bernilai
ekosistem penting, dan pengelolaan daerah penyangga kawasan suaka alam,
serta pengelolaan daerah penyangga kawasan pelestarian alam di wilayah
Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan perlindungan
akibat perbuatan manusia, kebakaran hutan, hama/penyakit, ternak dan
daya-daya alam, dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengendalian
kebakaran hutan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
perencanaan hutan, pengelolaan hutan, perlindungan hutan, dan konservasi
sumber daya alam dan ekosistem sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
Perencanaan dan Tata Hutan.

(2) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, melaksanakan tugas:

a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, penyusunan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan tata guna hutan di wilayah
Provinsi.

b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan inventariasi hutan tingkat
provinsi, inventarisasi hutan tingkat DAS, Inventarisasi Hutan Tingkat Unit
Pengelolaan Hutan

c. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan, monitoring dan
evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan
KPH dalam 1 (satu) Provinsi

d. Menyiapkan bahan dan telaahan teknis permohonan Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan (P2KH), Pelepasan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

(1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan
dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan.

(2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, melaksanakan tugas:

a. Menyiapkan bahan, telaahan teknis, dan pelayanan administrasi permohonan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan Perizinan Berusaha
Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) kapasitas < 6.000 m3/th, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Menyiapkan.../11
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b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan PBPH, dan PBPHH di wilayah provinsi

c. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan
tertib peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi.

d. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan, monitoring dan
evaluasi terhadap pengelolaan KHDTK untuk religi dan budaya di wilayah
Provinsi sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Seksi Perlindungan, Pengawasan Kehutanan dan Konservasi dipimpin oleh Kepala
Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengelolaan Hutan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam
dan ekosistem, dan penegakkan hukum.

(2) Seksi Perlindungan, Pengawasan Kehutanan dan Konservasi, melaksanakan
tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan
hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan peningkatan kapasitas
SDM perlindungan hutan di wilayah Provinsi

b. Menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan, monotoring dan evaluasi
perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas
Daerah Kabupaten/Kota;

c. Menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk
lampiran (Appendix) CITES;

d. Menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, dan pengelolaan daerah
penyangga kawasan suaka alam, serta pengelolaan daerah penyangga kawasan
pelestarian alam di Provinsi

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
dan Perhutanan Sosial

Pasal 17

(1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial
mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan dalam pengelolaan DAS,
Rehabilitasi Lahan, Perhutanan Sosial, dan Penyuluhan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang
Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan
Perhutanan Sosial.

b. Penyusunan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
DAS, Rehabilitasi Lahan, Perhutanan Sosial, dan Penyuluhan.

c. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan DAS, Rehabilitasi Lahan,
Perhutanan Sosial, dan Penyuluhan.

d. Pembinaan.../12



